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Penelitian ini bertujuan untuk menguji hu-
bungan antara orientasi etis (ethical orienta-
tion) yang ditandai dengan idealisme dan 
relativisme dengan pengambilan keputusan etis 
dalam penggelapan pajak. Selain itu, penelitian 
ini juga ingin menguji faktor-faktor individual 
seperti gender dan tingkat religiusitas sebagai 
penentu pengambilan keputusan etis. Survey 
dilakukan dengan menggunakan kuisioner 
kepada mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Lambung 
Mangkurat. Teknik analisis yang akan diguna-
kan adalah dengan regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa idealisme tidak 
terbukti berhubungan negatf dengan keputusan 
etis penggelapan pajak. Sedangkan relativisme 
yang juga merupakan unsur orientasi etis 
terbukti berhubungan positif dengan persepsi 
keputusan etis penggelapan pajak. Tingkat reli-
giusitas terbukti berhubungan negatif dengan 
persepsi keputusan etis penggelapan pajak. 
Gender juga terbukti mempengaruhi persepsi 
keputusan etis penggelapan pajak dimana 
responden wanita terbukti 6.5% lebih tinggi 
menilai bahwa penggelapan pajak merupakan 
perilaku yang tidak etis dibandingkan dengan 
responden pria. 
Abstract 
This study aims to test the relationship between 
ethical orientation characterized by idealism 
and relativism with ethical decision of tax 
evasion. In addition, the study also wanted to 
examine individual factors such as gender and 
the level of religiosity as a determinant of 
ethical decision making. The survey was 
conducted by using questionnaires to 
Accounting Department students Faculty of 
Economics and Business Universitas Lambung 
Mangkurat. The analytical technique to be 
used is by multiple regression. The results 
show that idealism is not proven to be related 
negatively to the ethical decisions of tax 
evasion. While relativism which is also an 
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element of ethical orientation proved to be 
positively related to the perception of ethical 
decisions of tax evasion. The level of 
religiosity proved to be negatively related to 
the perceptions of ethical decisions of tax 
evasion. Gender has also been shown to 
influence perceptions of ethical tax evasion 
decisions in which female respondents prove to 
be 6.5% higher judging that tax evasion is 







Pajak merupakan sumber pembiaya-
an terpenting bagi suatu negara dan bertuju-
an untuk mewujudkan kemandirian pem-
bangunan melalui peran serta masyarakat. 
Menurut penjelasan atas Undang-undang 
No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan Umum, sistem perpa-
jakan Indonesia menganut sistem self 
assessment dimana pemerintah menyerah-
kan tanggung jawab penuh kepada wajib 
pajak untuk menghitung, menyetor, dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
Sistem self assessment bertumpu pada 
volountary compliance (kepatuhan suka-
rela) yang dalam pelaksanaanya seringkali 
muncul perlawanan pajak oleh wajib pajak. 
Supramono dan Damayanti, (2010 
hal: 5) menyebutkan terdapat dua jenis per-
lawanan yang mungkin timbul akibat di-
jalankannya sistem self assessment, yaitu: 
pertama, perlawanan pasif yang merupakan 
perlawanan dalam bentuk hambatan untuk 
mempersulit pemungut pajak, dimana ham-
batan yang muncul bukan atas inisiatif 
wajib pajak tetapi mungkin muncul akibat 
kondisi ekonomi. Kedua, perlawanan aktif 
yang merupakan perlawanan wajib pajak 
yang dapat dilihat secara nyata, dilakukan 
dalam bentuk perbuatan secara langsung 
yang ditujukan kepada aparat pajak dengan 
tujuan untuk mengurangi pajak, misalnya 
perlawanan dengan cara tertentu tanpa me-
langgar Undang-Undang Perpajakan yang 




(penghindaran pajak) dan perlawanan 
dengan melanggar Undang-Undang Perpa-
jakan yang disebut dengan tax evasion 
(penggelapan pajak). 
Selain karena sifat pemungutannya 
yang sukarela, penggelapan pajak timbul 
akibat dari perasaan ketidakadilan yang 
dirasakan masyarakat kepada pemerintah 
dan sistem hukum. Spicer (1974) dan Hite 
(1990) (dalam Varosi, Klamm, dan 
McCrohan, 2000), ketika ditanyakan me-
ngapa sistem pajak tidak adil, wajib pajak 
pasti menyebutkan individu yang kaya dan 
perusahaan besar mereka yakini hanya 
membayar pajak yang kecil bahkan tidak 
sama sekali. Song dan Yarbrough (1978) 
menyatakan bahwa wajib pajak merasa 
tidak percaya dengan sistem pajak dimana 
mereka mencurigai yang kaya umumnya 
melarikan diri dari kewajiban pajak melalui 
celah hukum yang ada. 
Isu penggelapan pajak menjadi 
trending topic di berbagai media Indonesia 
beberapa waktu yang lalu, sebut saja kasus 
Gayus Tambunan seorang aparatur pajak 
golongan IIIa yang memilki rekening 
milyaran rupiah akibat tindakannya mem-
bantu para wajib pajak kelas kakap untuk 
melakukan penggelapan pajak. Bagi negara 
tindakan ini sangat merugikan, karena pen-
dapatan yang seharusnya masuk kedalam 
kas negara yang nantinya akan digunakan 
untuk meningkatkan kesejahteraan masya-
rakat Indonesia malah jatuh ke tangan yang 
tidak semestinya. 
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Namun bagaimana jika dilihat dari 
sudut pandang etika, apakah penggelapan 
pajak merupakan perbuatan yang tidak etis? 
Bagaimana kalau pemerintah melakukan 
korupsi terhadap pajak yang telah dibayar-
kan? Atau bagaimana kalau hanya segelintir 
orang seperti Gayus yang justru menikmati 
uang hasil pungutan pajak? 
Martin Crowe (1944 dalam Utami 
dan Widodo, 2015) yang menguji literatur 
filosofis dan teologi pada 500 tahun yang 
lalu, mengungkapkan bahwa terdapat tiga 
pandangan utama yang muncul mengenai 
penggelapan pajak. Sudut pandang yang 
pertama adalah penggelapan pajak merupa-
kan perbuatan yang tidak etis. Hal ini dika-
renakan membayar pajak merupakan suatu 
bentuk kewajiban kepada Tuhan dan juga 
merupakan suatu kewajiban kepada masya-
rakat. Pandangan yang kedua adalah peng-
gelapan pajak merupakan suatu perbuatan 
yang etis. Hal ini dikarenakan adanya pan-
dangan bahwa pemerintah selaku pemungut 
pajak adalah pencuri, karena mereka me-
mungut pajak tanpa adanya persetujuan dari 
wajib pajak serta hasil pajak yang diterima 
belum tentu jatuh ke tangan dan tempat 
yang semestinya. Oleh karena itu timbul 
pandangan bahwa untuk apa kita memberi 
harta kita kepada pencuri, sehingga melin-
dungi harta kita dari tangan yang berbahaya 
merupakan perbuatan yang etis. Pandangan 
yang ketiga adalah penggelapan pajak 
terkadang merupakan perbuatan yang etis, 
dan terkadang merupakan perbuatan yang 
tidak etis. Dalam pandangan tersebut ter-
dapat beberapa kewajiban etika yang harus 
kita junjung untuk mendukung pemerintah 
di suatu Negara tetapi kewajiban tersebut 
tidak absolut. Sehingga dalam hal ini etika 
mengenai penggelapan pajak tergantung pa-
da situasi dan kondisi yang ada. 
Penelitian mengenai pendapat dari 
mahasiswa strata 1 (S1) jurusan bisnis di 
Hong Kong Baptist University dan Barry 
University oleh McGee, et al., (2008) 
menunjukkan meskipun penggelapan pajak 
adalah etis pada beberapa kasus dengan du-
kungan yang luas, namun ada juga perasaan 
yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa 
penggelapan pajak adalah perbuatan yang 
tidak etis dibeberapa kasus. Pendapat yang 
sangat kuat yang membenarkan peng-
gelapan pajak adalah pada saat pemerintah 
suatu Negara korupsi dan pendapat yang 
sangat lemah mengenai penggelapan pajak 
yaitu ketika motif yang digunakan adalah 
untuk kepentingan pribadi. 
Penelitian tersebut lebih melihat etis 
atau tidaknya suatu keputusan penggelapan 
pajak dilihat dari faktor lingkungan seperti 
keadaan pemerintah yang korupsi dan 
motivasi kepentingan pribadi wajib pajak. 
Padahal salah satu determinan penting peri-
laku pembuatan keputusan etis adalah fak-
tor-faktor yang secara unik berhubungan 
dengan individu pembuat keputusan dan 
variabel-variabel yang merupakan hasil dari 
proses sosialisasi dan pengembangan ma-
sing-masing individu. Faktor-faktor indivi-
dual tersebut meliputi variabel-variabel 
yang merupakan ciri pembawaan sejak lahir 
(gender, umur, tingkat pendidikan dan seba-
gainya). Berikut adalah penelitian mengenai 
faktor-faktor individual apa saja yang dapat 
mempengaruhi suatu pengambilan kepu-
tusan etis. 
Keller, et al., (2007) mengadakan 
penelitian dengan melihat pengaruh gender, 
tingkat pendidikan, religiusitas, dan penga-
laman kerja terhadap pengambilan keputus-
an etis para akuntan di Amerika. Hasilnya, 
terdapat perbedaan di dalam standar - 
standar etika berdasarkan gender, tingkat 
pendidikan, religiusitas, dan pengalaman 
kerja. Tidak terdapat perbedaan yang sig-
nifikan terhadap akuntan pria dan akuntan 
wanita. Religiusitas memliki pengaruh yang 
sangat kuat terhadap pembuatan keputusan 
etis. Tingkat pendidikan dan pengalaman 
kerja berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan etis. 
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Motivasi dari penelitian ini adalah 
pertama: ingin melihat hubungan antara 
orientasi etis (ethical orientation) yang di-
tandai dengan idealisme dan relativisme 
dengan pengambilan keputusan etis dalam 
penggelapan pajak. Kedua: penelitian ini 
merupakan ekstensi dari penelitian McGee 
et al., (2008) dengan memasukkan faktor-
faktor individual seperti gender dan tingkat 
religiusitas yang oleh Keller et al., (2007) 
telah diteliti sebagai faktor penentu pe-




Persepsi adalah suatu proses yang 
mana individu-individu mengorganisasikan 
dan menafsirkan kesan indera mereka agar 
memberi makna kepada lingkungan mereka 
(Robbins, 1997). Persepsi merupakan suatu 
proses yang didahului dengan pengindera-
an, penginterpretasian, dan penafsiran pe-
san. 
Gordon (1993) menyatakan persepsi 
sebagai proses indera menangkap rangsang-
an dari lingkungan nyata, kemudian dipa-
hami dan menghasilkan wawasan manusia 
terhadap rangsangan tersebut. Sedangkan 
Matlin (1998) mendefinisikan persepsi se-
bagai suatu proses yang melibatkan penge-
tahuan-pengetahuan sebelumnya dalam 
memperoleh dan menginterpretasikan sti-
mulus yang berasal dari panca indera. 
Dari berbagai pengertian di atas da-
pat ditarik kesimpulan bahwa persepsi me-
rupakan proses pemberian arti yang dimulai 
dari penerimaan rangsangan hingga diguna-




Istilah etika dan moralitas sering 
dipakai bersamaan dan sering dipertukarkan 
dengan pengertian yang sering disamakan 
begitu saja (Keraf, 1998, hal:13). Etika 
berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata 
ethos yang berarti “adat istiadat” atau “ke-
biasaan”. Moralitas berasal dari bahasa La-
tin mos atau mores yang juga berarti “adat 
istiadat” atau “kebiasaan”. Jadi, dalam 
pengertian pertama ini etika dan moralitas 
sama-sama berarti sistem nilai tentang 
bagaimana manusia harus hidup baik seba-
gai manusia yang telah diinstitusionalkan 
dalam sebuah adat kebiasaan yang kemu-
dian terwujud dalam pola perilaku yang 
ajek dan terulang dalam kurun waktu yang 
lama sebagaimana laiknya sebuah kebiasa-
an (Keraf, 1998, hal:14). 
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia) kata etika diartikan sebagai ilmu 
tentang apa yang baik dan apa yang buruk 
dan tentang hak dan kewajiban moral 
(akhlak). 
Sedangkan menurut Velasquez 
(2006: 10) mendefinisikan etika sebagai: 
“Ethics is discipline that examines one’s 
moral standards or the moral standards of 
a society”. Etika dalam pengertian tersebut 
merupakan ilmu yang melibatkan suatu 
standar moral, standar moral memiliki ciri-
ciri sebagai berikut: 
1. Standar moral berkaitan dengan per-
soalan yang dianggap akan merugi-
kan ataupun akan menguntungkan 
secara serius. 
2. Standar moral tidak ditetapkan oleh 
hukum ataupun dewan otoritas ter-
tentu, berbeda dengan standar hu-
kum yang dilegitimasi oleh pembuat 
Undang-Undang dan para pemilih. 
3. Standar moral harus lebih diutama-
kan daripada nilai lain termasuk 
self-interest seseorang. 
4. Standar moral berdasarkan pada per-
timbangan yang tidak memihak. 
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5. Standar moral dilekatkan dengan 
emosi atau perasaan tertentu. Misal-
nya ketika seseorang bertindak ber-
tentangan dengan standar moral 
tertentu akan muncul perasaan ber-
salah, malu, menyesal dan lain 
sebagainya pada dirinya. 
Beberapa konsep, teori atau mazhab 
etika yang banyak dijadikan acuan dalam 
literatur etika bisnis antara lain utili-
tarianism, deontologi, teori hak dan teori 
keutamaan (virtue). Utilitarianism, deonto-
logi dan teori hak adalah pandangan yang 
didasarkan pada prinsip (rule based) 
dengan menyoroti perbuatan, sedangkan 
teori keutamaan (virtue) berfokus pada 
manusia sebagai pelaku moral. Seorang 
dikatakan baik menurut teori keutamaan 
apabila memiliki keutamaan dan hidup me-
nurut keutamaan tersebut (Sitanala, 2010). 
 
Pengambilan Keputusan Etis 
Keputusan etis (ethical decision) 
adalah sebuah keputusan yang baik secara 
legal maupun moral dapat diterima oleh 
masyarakat luas (Jones, 1991). Hal ini 
sejalan dengan Treviño, et al., (2006) yang 
melihat perilaku etis sebagai perilaku indi-
vidu yang dinilai sesuai dengan norma yang 
berlaku umum. Beberapa review tentang 
penelitian etika mengungkapkan beberapa 
penelitian empirik tentang pembuatan kepu-
tusan etis. Salah satu determinan penting 
perilaku pembuatan keputusan etis adalah 
faktor-faktor yang secara unik berhubungan 
dengan individu pembuat keputusan dan 
variabel-variabel yang merupakan hasil dari 
proses sosialisasi dan pengembangan ma-
sing-masing individu. Faktor-faktor indivi-
dual tersebut meliputi variabel-variabel 
yang merupakan ciri pembawaan sejak lahir 
(gender, umur, kebangsaan dan sebagai-
nya). Sedangkan faktor-faktor lainnya ada-
lah faktor organisasi, lingkungan. Penelitian 
tentang pengambilan keputusan etis, telah 
banyak dilakukan dengan berbagai pende-
katan mulai dari psikologi sosial dan 
ekonomi. Beranjak dari berbagai hasil pene-
litian tersebut kemudian dikembangkan da-
lam paradigma ilmu akuntansi. 
 
Penggelapan Pajak 
Penggelapan pajak adalah penghin-
daran pajak dengan melanggar ketentuan 
peraturan perpajakan (Supramono dan 
Damayanti, 2010). Dalam konteks Indo-
nesia penggelapan pajak adalah segala ben-
tuk perbuatan yang melanggar ketentuan 
Undang-undang No 28 Tahun 2007 
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajak-
an serta aturan perundang-undangan lainnya 
yang mengatur tata cara perpajakan. 
Penggelapan pajak terjadi sebelum 
SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pe-
langgaran terhadap undang-undang dengan 
maksud melepaskan diri dari pajak / me-
ngurangi dasar penetapan pajak dengan cara 
menyembunyikan sebagian dari penghasil-
annya. Wajib pajak di setiap negara terdiri 
dari wajib pajak besar (berasal dari multi-
national corporation yang terdiri dari peru-
sahaan-perusahaan penting nasional) dan 
wajib pajak kecil (berasal dari profesional 
bebas yang terdiri dari dokter yang mem-




Orientasi Etis (Ethical Orientation) 
Forsyth (1980) mengemukakan bah-
wa orientasi etis (ethical orientation) yang 
disebutnya sebagai ethical position terdiri 
atas dua karakteristik yaitu idealisme 
(idealism) dan relativisme (relativism). 
Idealisme mengacu apabila individu per-
caya bahwa konsekuensi yang diinginkan 
selalu dapat diperoleh tanpa melanggar 
pedoman moral. Seorang yang idealis tidak 
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akan memilih perilaku negatif yang dapat 
menggangu orang lain. 
Relativisme mengacu pada sejauh 
mana seorang individu menolak aturan mo-
ral universal untuk memandu perilaku. 
Individu yang memiliki tingkat relativisme 
tinggi dalam menilai sesuatu cenderung 
menekankan pada aspek keadaan daripada 
prinsip etika. Idealisme dan relativisme ada-
lah konstruk yang independen dan individu 
dapat tergolong dalam tinggi atau rendah 
pada kedua dimensi tersebut (Forsyth, 
1980). 
 
Orientasi Etis (Ethical Orientation) da-
lam Keputusan Etis 
Teori etika bisnis secara umum 
berpendapat bahwa ketika menghadapi situ-
asi keputusan etis, para eksekutif menerap-
kan pedoman etis yang dikembangkan dari 
filsafat moral Fernando, et al., (2008). 
Filsafat moral mengacu pada prinsip-prin-
sip atau peraturan yang digunakan orang 
untuk memutuskan apa yang benar atau 
salah serta sebagai salah satu faktor penting 
yang mempengaruhi pengambilan keputus-
an etis dalam pemodelan etika bisnis (Hunt 
& Vitell, 1986; Trevino, 1986). 
Perspektif filsafat moral (idealism 
dan relativism) oleh Forsyth (1980) yang 
telah disebutkan pada pembahasan sebe-
lumnya menjadi ukuran yang populer dalam 
memprediksi penilaian moral (moral 
judgement). Orientasi etis yang diyakini 
oleh individu telah terbukti mempunyai hu-
bungan yang positif terhadap keputusan etis 
(Husein, 2003). Namun, Yetmar dan 
Eastman (2000) menyebutkan bahwa orien-
tasi etis tidak berpengaruh pada keputusan 
etis. Relativisme mempunyai hubungan ne-
gatif dengan keputusan etis dimana ketika 
tingkat relativisme meningkat, individu 
cenderung untuk menolak peraturan moral 
dalam berperilaku. 
Kedua orientasi etis tersebut telah 
banyak digunakan dalam literatur etika 
bisnis dan telah ditunjukkan untuk mem-
pengaruhi variabel dalam pengambilan ke-
putusan etis seperti penyimpangan organi-
sasi, niat etis dan persepsi intensitas moral, 
sensitivitas etis, persepsi pentingnya etika 
dan tanggung jawab sosial, dan etika peng-
hakiman (Fernando dan Chowdhury, 2010). 
Namun, belum banyak penelitian yang me-
ngaitkan kedua orientasi filsafat moral 
tersebut dengan pengambilan keputusan etis 
dalam penggelapan pajak. Semakin tinggi 
tingkat idealisme seseorang, mereka akan 
mempersepsikan bahwa penggelapan pajak 
merupakan perilaku yang tidak etis. Seba-
liknya, semakin tinggi tingkat relativisme 
seseorang, mereka akan mempersepsikan 
bahwa penggelapan pajak merupakan peri-
laku yang etis. Maka hipotesis yang diuji 
adalah: 
H1:Tingkat idealisme berpengaruh nega-
tif terhadap persepsi pengambilan kepu-
tusan etis penggelapan pajak. 
 
H2: Tingkat relativisme berpengaruh 
positif terhadap persepsi pengambilan 
keputusan etis penggelapan pajak. 
Tingkat Religiusitas 
Religiusitas adalah tingkat keiman-
an seseorang kepada Tuhan sesuai dengan 
ajaran agamanya. Setiap agama mengajar-
kan bahwa semua yang diperoleh manusia 
adalah berkat pemberian Tuhan Yang Maha 
Kuasa, dimana Tuhan diimani sebagai 
Maha Baik, Maha Adil, Maha Pengasih dan 
Maha Penyayang, sehingga setiap pemeluk 
agama tentunya berupaya agar bisa berperi-
laku sesuai dengan ajaran Tuhannya seperti 
yang tertulis di dalam kitab suci masing-
masing agama. 
Religiusitas lebih melihat aspek 
yang “di dalam lubuk hati” riak getaran hati 
nurani pribadi, sikap personal yang sedikit 
banyak misteri bagi orang lain, karena me-
napaskan intimitas jiwa, yakni cita rasa 
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yang mencakup totalitas ke dalam pribadi 
manusia (Mus, 2009 dalam Zain dan Khu-
luq, 2009). Dalam pengertian ini, religiusi-
tas lebih dari sekedar agama yang tampak 
mata, formal dan resmi. 
Menurut R. Stark dan C.Y. Glock 
dalam buku American Pirty: The Nature of 
Religious Commitment (1986) dalam Azizie 
(2008) religiusitas terdiri atas lima dimensi 
yaitu keyakinan agama, ibadat, pengetahuan 
aama, pengalaman agama dan konsekuensi 
dari keempat dimensi tersebut. Keyakinan 
agama adalah kepercayaan atas doktrin teo-
logis, seperti percaya terhadap adanya Tu-
han, surga, neraka, dan sebagainya. Kemu-
dian, ibadat merupakan cara melakukan 
penyembahan kepada Tuhan. Pengetahuan 
agama adalah pengetahuan yang diukur dari 
berbagai dimensi. Pengalaman agama yaitu 
perasaan yang dialami oleh orang beragama 
seperti rasa bersyukur, takut, menyesal dan 
sebagainya. Dimensi yang terakhir adalah 
konsekuensi atas keempat dimensi sebe-
lumnya. 
Konsep religiusitas Glock dan Stark 
mencoba melihat keberagamaan seseorang 
bukan hanya dari satu atau dua dimensi, 
tapi mencoba memperhatikan segala dimen-
si (Azizie, 2008). Keberagamaan dalam 
Islam bukan hanya diwujudkan dalam ben-
tuk ibadah ritual saja tetapi juga dalam 
aktivitas-aktivitas lainnya termasuk unsur 
kepercayaan yang tak tampak mata. Sebagai 
suatu sistem yang menyeluruh, Islam men-
dorong pemeluknya untuk beragama secara 
menyeluruh pula. 
Dalam ajaran Islam istilah religius 
pengertiannya sepadan dengan istilah aqi-
dah. Menurut Nashir Abdul Karim, aqidah 
menurut bahasa berasal dari kata aqad, 
„ikatan‟, penguatan, pemantapan dan pengi-
katan dengan kuat. Sedangkan menurut isti-
lah, aqidah adalah keimanan yang teguh, 
yang tidak dihinggapi suatu keraguan apa 
pun bagi pemiliknya. 
Cunningham (1998) menyatakan 
bahwa religiusitas mengambil peranan yang 
penting dalam pengambilan keputusan etis. 
Penelitian telah menemukan bahwa tingkat 
religiusitas yang lebih tinggi akan berhu-
bungan positif dengan perilaku etis, dan 
rendahnya tingkat religiusitas dikaitkan 
dengan kesediaan untuk terlibat dalam 
perilaku yang tidak etis (Barnett et al, 1996; 
Kennedy dan Lawton , 1996 dalam Keller 
et al., 2007). 
Berdasarkan penelitian terdahulu 
(Clark dan Dawson, 1996; Fort, 1997), 
banyak mahsiswa yang menggunakan stan-
dar keaagamaan dalam membuat keputusan 
etis. Ini terlihat sangat beralasan, karena 
agama biasanya merupakan standard yang 
paling konsisten yang dijunjung dalam 
membuat suatu keputusan. Oleh karena itu  
besar kemungkinan mahasiswa yang tinggi 
religiusitasnya lebih beretika dibandingkan 
dengan mahasiswa dengan tingkat religiusi-
tas rendah. Hipotesa yang diuji adalah: 
H3: Tingkat religiusitas berpengaruh 
negatif terhadap persepsi pengambilan 
keputusan etis penggelapan pajak. 
 
Gender 
Dalam bahasa Inggris istilah gender 
diterjemahkan sebagai jenis kelamin. Se-
dangkan dalam  bahasa latin  gender berasal 
dari kata genus yang berarti ras, turunan, 
golongan, atau kelas. Nugroho (2008) men-
definisikan gender sebagai suatu konstruksi 
atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan 
bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau 
diubah tergantung dari tempat, waktu/ za-
man, suku/ras/bangsa, budaya, status sosial, 
pemahaman agama, negara, ideologi, poli-
tik, hukum dan ekonomi. 
Eagly (1987, dalam Meliyanah 
2008) menyatakan bahwa wanita akan 
memberikan respon yang berbeda dengan 
pria terkait etika. Wanita lebih mereflek-
sikan perhatian (caring) untuk orang lain, 
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tidak mementingkan diri sendiri dan ber-
keinginan bersatu dengan orang lain. Se-
dangkan pria lebih memandang nilai-nilai 
agentic yaitu pengembangan diri (self-
expansion), penonjolan diri (self-assertion), 
kompetisi dan penguasaan (mastery). Per-
bedaan dari perkembangan moral dan cara 
pandang antara wanita dan pria ini akan 
mempengaruhi proses pengambilan kepu-
tusan etis (Gilligan, 1982 dalam Meliyanah, 
2008). Wanita umumnya lebih konservatif 
dalam kepercayaan mereka dan sikap me-
ngenai penerimaan penyimpangan (Stack, 
1998). 
Smith dan Oakley (1997) menyata-
kan bahwa gender mempengaruhi persepsi 
seseorang dalam keputusan etis. Wanita 
umumnya lebih konservatif dalam keperca-
yaan mereka dan sikap mengenai peneri-
maan penyimpangan (Stack, 1998). Hal ini 
sesuai dengan temuan Deshpande (1997) 
dalam penelitiannya terhadap manajer wa-
nita dan pria menemukan bahwa manajer 
wanita mempersepsikan penerimaan hadiah 
dalam pertukaran untuk preferensial jauh 
lebih tidak etis dibandingkan persepsi dari 
manajer pria. 
Berdasarkan penelitian-penelitian 
terdahulu yang melihat pengaruh gender 
dalam persepsi etis, maka hipotesis yang 
diajukan adalah: 
H4: Gender mempengaruhi persepsi 




Sampel dan Teknik Pengambilan Data 
Sampel dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Lam-
bung Mangkurat Banjarmasin yang memi-
liki karakteristik populasi, dan representatif 
untuk mewakili keadaaan populasi. Kriteria 
responden yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah: (1) Mahasiswa S1 jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Lambung Mangkurat Banjar-
masin yang telah menempuh mata kuliah 
Perpajakan dan Praktik Perpajakan; (2) 
Responden beragama Islam. Alasan memi-
lih sampel pada Universitas Lambung 
Mangkurat Banjarmasin karena universitas 
ini merupakan tolok ukur (benchmark) di 
wilayah Banjarmasin bahkan menjadi salah 
satu yang terbaik di Kalimantan. 
Data diambil dengan menggunakan 
kuesioner yang berisi item-item pertanyaan 
untuk mengukur variabel penelitian. Kue-
sioner dirancang sedemikian rupa dengan 
mengadaptasi dari berbagai penelitian ter-
dahulu. 
Tabel 1 
Hasil Pengumpulan Data 
Keterangan Jumlah Persentase 
Kuisioner yang disebar 120 100% 
Kuisioner yang tidak kembali 10 8.33% 
Kuisioner yang kembali 110 91.66% 
Kuisioner yang pengisiannya 
tidak lengkap 
8 6.67% 






Sumber: Data Diolah 
 
Definisi Operasional Dan Pengukuran 
Variabel 
 
Orientasi Etis (Ethical Orientation) 
Ethical orientation adalah perspektif 
individu terhadap prinsip moral universal, 
yang dibagi menjadi dua yaitu idealisme 
dan relativisme. Idealisme mengacu apabila 
individu percaya bahwa konsekuensi yang 
diinginkan selalu dapat diperoleh tanpa me-
langgar pedoman moral. Seorang yang 
idealis tidak akan memilih perilaku negatif 
yang dapat menggangu orang lain. Sedang-
kan relativisme mengacu pada sejauh mana 
seorang individu menolak aturan moral 
universal untuk memandu perilaku. 
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Variabel ethical orientation akan 
diukur dengan instrumen Forsyth (1980) 
yang dikenal dengan Ethics Position 
Questionnaire (EPQ). EPQ terdiri atas 10 
pertanyaan untuk mengukur tingkat idealis-
me dan 10 pertanyaan juga untuk mengukur 
tingkat relativisme. Respon jawaban mulai 
dari (1) “Sangat Tidak Setuju” hingga (7) 
“Sangat Setuju”. Alasan memilih instrumen 
Forsyth (1980) sebagai alat ukur variabel 
karena instrumen ini menjadi ukuran yang 
paling mapan dan telah teruji keandalannya 




Tingkat religiusitas adalah kadar ke-
imanan dan ketakwaan seorang Muslim 
kepada Allah SWT yang tidak hanya dilihat 
lewat aktivitas ritual (seperti shalat, puasa, 
membayar zakat, naik haji dan lain-lain), 
tetapi juga melihat pada aspek-aspek lain 
seperti perilaku, sikap, keyakinan, perasaan 
dan pengalaman. 
Pengukuran tingkat religiusitas da-
lam penelitian ini menggunakan instrumen 
Allport dan Ross (1967) yaitu Religious 
Orientation Scale (ROS) yang telah dikem-
bangkan oleh Khraim (2010). Pertanyaan 
kuesioner terdiri atas tiga bagian yaitu 
Religious Education, Current Issue dan 
Sensitive Product Dimensi-dimensi pengu-
kuran yang ditawarkan oleh Khraim (2010) 
mencerminkan bahwa Islam adalah cara 
hidup yang lengkap dan bukan hanya seba-
gai aktivitas ritual dalam arti keagamaan 
yang sempit. Hal ini pula yang dijadikan 
alasan penggunaan instrumen tersebut da-
lam penelitian ini. 
 
Gender 
Gender merupakan variabel demo-
grafis yang akan dibedakan menurut jenis 
kelamin. Responden pria akan diberi notasi 
satu (1) dan responden wanita diberi notasi 
nol (0). Informasi mengenai gender dipero-
leh dari data demografi responden yang ter-
dapat pada bagian akhir kuesioner. 
 
Keputusan Etis dalam Penggelapan 
Pajak 
Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah pengambilan keputusan etis 
dalam penggelapan pajak. Pengambilan ke-
putusan etis dalam penggelapan pajak ada-
lah sebuah keputusan yang baik secara legal 
maupun moral dapat diterima oleh masya-
rakat luas terkait dengan isu-isu penggelap-
an pajak. Variabel ini akan diukur dengan 
instrumen yang diadopsi dari Martin Crowe 
(1944) dengan 15 item pertanyaan dan 
dikembangkan oleh McGee et al., (2008) 
yang menambahkan 3 pertanyaan namun ti-
dak sesuai dengan konteks Indonesia 
sehingga tidak diikutsertakan. Setiap item 
diukur dengan menggunakan skala likert 
mulai dari (1) untuk “Sangat Tidak Setuju” 
sampai (5) untuk “Sangat Setuju”. 
Alasan memilih instrumen tersebut 
adalah karena telah banyak digunakan da-
lam studi-studi komparatif terkait pengge-
lapan pajak di berbagai negara. Dalam 
konteks Indonesia belum banyak penelitian 
yang berfokus pada etika penggelapan 




Model penelitian yang diajukan da-
lam penelitian ini yaitu: 
Y = α + β 1  X 1  + β 2 X 2  + β 3  X 3  + β4 X4 + e 
 
Keterangan: 
Y   = keputusan etis penggelapan pajak 
α    = Koefisien konstanta 
β 1 -β6 = Koefisien regresi 
X
1
 = tingkat idealisme 
X
2
 = tingkat relativisme 
X
3
 = tingkat religiusitas 
X4 = gender 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-
HASAN 
Data Demografi responden 
Gambaran mengenai data demografi 
responden dapat dilihat dalam tabel 2 di 
bawah ini: 
Tabel 2 
Data Demografi Responden 
Klasifikasi Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin     
Pria 38 37.25% 
Wanita 64 62.75% 
      Sumber: Data diolah 
 
Statistik Deskriptif 
Tabel 3 berikut digunakan untuk 
memberikan gambaran mengenai variabel 
dalam penelitian ini. 
Tabel 3 
Statistik Deskriptif 




102 3.87 5.33 469.93 0.53324 
Idealisme 102 3.40 4.70 409.90 0.50732 
Relativisme 102 3.30 4.80 419.10 0.62158 
Tkt_Religius
itas 
102 2.26 2.63 250.45 0.10324 
Pria 102 0.00 1.00 38.00 0.48587 
Wanita 102 0.00 1.00 64.00 0.48587 
Sumber: Data diolah 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas 
Hasil uji validitas untuk variabel 
Keputusan Etis Penggelapan Pajak menun-
jukkan bahwa korelasi antara masing-ma-
sing pertanyaan (PP1 sampai dengan PP15) 
terhadap total skor konstruk (Penggelap-
an_Pajak) menunjukkan hasil yang signi-
fikan. Begitu juga untuk hasil uji validitas 
variabel Idealisme (I1 sampai dengan I10) 
juga menunjukkan hasil korelasi yang sig-
nifikan antara masing-masing pertanyaan 
terhadap total skor konstruknya (I) kecuali 
untuk I10 dengan skor sebesar 0.126 yang 
tidak signifikan dan dikeluarkan dari model 
penelitian. Kemudian hasil pengujian 
validitas terhadap variabel Relativisme me-
nunjukkan bahwa korelasi antara masing-
masing pertanyaan (R1 sampai dengan 
R10) terhadap total skor konstruk (R) 
diperoleh hasil yang signifikan. Hasil uji 
validitas untuk variable Tingkat Religiu-
sitas yang terdiri dari tiga konstruk yaitu 
RE, CI dan SP diperoleh hasil yang signi-
fikan untuk semua pertanyaannya (RE1 
sampai dengan RE4), (CI1 sampai dengan 
CI13) dan (SP1 sampai dengan SP20). 
Hasil uji reliabilitas untuk seluruh 
variabel juga menunjukkan hasil yang relia-
bel. Nilai cronbach alpha yang dihasilkan 
adalah 0.778 untuk variabel Penggelap-
an_Pajak, 0.922 untuk variabel Idealisme, 
0.975 untuk variabel Relativisme, 0.890 
untuk konstruk RE, 0.967 untuk konstruk 
CI dan 0.940 untuk konstruk SP telah 
memenuhi kriteria > 0.7 (Nunnally, 1994) 
sehingga variabel Keputusan Etis Peng-
gelapan Pajak, Idealisme, Relativisme dan 




Hasil pengujian ketiga hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini ditam-
pilkan dalam tabel output SPSS 17 di 
bawah ini: 
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Tabel 4 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -9.599 .457  -21.001 .000 
I -.002 .026 -.002 -.090 .928 
R .208 .025 .242 8.417 .000 
Tkt_Religiusitas 5.452 .154 1.055 35.439 .000 
DPria -.065 .028 -.059 -2.324 .022 
a. Dependent Variable: Penggelapan_Pajak 
 
Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 
Hipotesis pertama (H1) menguji 
tingkat idealisme terhadap persepsi peng-
ambilan keputusan etis penggelapan pajak. 
Dalam tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa 
nilai variabel I tidak signifikan dengan p < 
0.05 (p = 0.928). Sehingga dapat diartikan 
bahwa semakin tinggi tingkat idealisme 
seseorang tidak terbukti dapat memberikan 
persepsi bahwa penggelapan pajak adalah 
perilaku yang tidak etis. Mereka menilai 
bahwa isu-isu penggelapan pajak sah-sah 
saja atau etis-etis saja diambil walau me-
miliki tingkat idealisme yang tinggi. Mere-
ka yang selama ini percaya bahwa konse-
kuensi yang diinginkan selalu dapat dipero-
leh tanpa melanggar pedoman moral mung-
kin saja menilai bahwa penggelapan pajak 
bukan merupakan perilaku yang melanggar 
pedoman moral tersebut. Temuan ini tidak 
sejalan dengan Forsyth (1980) yang menye-
butkan bahwa idealisme menjadi ukuran 
yang populer dalam memprediksi penilaian 
moral (moral judgement). 
 
Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 
Hipotesis kedua (H2) menguji ting-
kat relativisme terhadap persepsi pengam-
bilan keputusan etis penggelapan pajak. 
Dalam tabel 4 tersebut menunjukkan bahwa 
nilai variabel R signifikan dengan p < 0.05 
(p = 0.000) dan dapat disimpulkan H2 
terdukung secara statistik. Semakin tinggi 
tingkat relativisme seseorang, mereka akan 
mempersepsikan bahwa penggelapan pajak 
merupakan perilaku yang etis. Seseorang 
dengan tingkat relativisme yang tinggi akan 
menilai bahwa penggelapan pajak adalah 
keputusan yang etis. Temuan ini sejalan 
dengan Yetmar dan Eastman (2000) yang 
menyebutkan bahwa orientasi etis khusus-
nya relativisme tidak berpengaruh pada 
keputusan etis. Relativisme mempunyai hu-
bungan negatif dengan keputusan etis dima-
na ketika tingkat relativisme meningkat, 
individu cenderung untuk menolak peratur-
an moral dalam berperilaku. 
 
Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 
Hipotesis ketiga (H3) menguji ting-
kat religiusitas terhadap persepsi pengam-
bilan keputusan etis penggelapan pajak. 
Tabel 4 menunjukkan bahwa H3 signifikan 
dengan p < 0.05 (p = 0.000) dan dapat 
disimpulkan bahwa H3 terdukung. Semakin 
tinggi tingkat religiusitas seseorang, mereka 
akan mempersepsikan bahwa penggelapan 
pajak merupakan perilaku yang tidak etis. 
Temuan ini sejalan dengan penelitian Clark 
dan Dawson (1996); Fort (1997) yang 
menemukan banyak mahasiswa yang meng-
gunakan standar keagamaan dalam mem-
buat keputusan etis. Ini terlihat sangat ber-
alasan, karena agama biasanya merupakan 
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standar yang paling konsisten yang dijun-
jung dalam membuat suatu keputusan. Oleh 
karena itu besar kemungkinan mahasiswa 
yang tinggi religiusitasnya lebih beretika 
dibandingkan dengan mahasiswa dengan 
tingkat religiusitas rendah. 
 
Pengujian Hipotesis Ketiga (H4) 
Hipotesis ketiga (H4) menguji gen-
der terhadap persepsi pengambilan kepu-
tusan etis penggelapan pajak. Tabel 4 me-
nunjukkan bahwa H4 signifikan dengan p < 
0.05 (p = 0.022) dan dapat disimpulkan 
bahwa H4 terdukung. Baik responden pria 
maupun responden wanita terbukti ber-
pengaruh terhadap keputusan etis pengge-
lapan pajak. Artinya, mereka baik pria 
maupun wanita menilai bahwa penggelapan 
pajak merupakan keputusan yang tidak etis. 
Responden wanita terbukti 6.5% lebih 
tinggi menilai bahwa penggelapan pajak 
merupakan perilaku yang tidak etis diban-
dingkan dengan responden pria. Hal ini 
sejalan dengan temuan Eagly (1987); Stack 
(1998); Smith dan Oakley (1997) dan 
Deshpande (1997) yang menyatakan bahwa 
wanita akan memberikan respon yang lebih 




Sistem perpajakan Indonesia meng-
anut sistem self assessment dimana peme-
rintah menyerahkan tanggung jawab penuh 
kepada wajib pajak untuk menghitung, me-
nyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang. Sistem self assessment bertumpu 
pada volountary compliance (kepatuhan 
sukarela) yang dalam pelaksanaanya sering-
kali muncul perlawanan pajak oleh wajib 
pajak. Salah satu bentuk perlawanan aktif 
yang dilakukan dalam bentuk perbuatan 
langsung yang ditujukan kepada aparat pa-
jak dengan tujuan mengurangi pajak yaitu 
tax evasion atau penggelapan pajak. Peng-
gelapan pajak dilakukan dengan cara me-
langgar Undang-Undang Perpajakan. 
Selain karena sifat pemungutannya 
yang sukarela, penggelapan pajak timbul 
akibat dari perasaan ketidakadilan yang 
dirasakan masyarakat kepada pemerintah 
dan sistem hukum. Bagi negara tindakan 
penggelapan pajak sangat merugikan, ka-
rena pendapatan yang seharusnya masuk 
kedalam kas negara yang nantinya akan 
digunakan untuk meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat Indonesia malah jatuh ke 
tangan yang tidak semestinya. Namun 
bagaimana jika dilihat dari sudut pandang 
etika, apakah penggelapan pajak merupakan 
perbuatan yang tidak etis. 
Penelitian ini ingin melihat hubung-
an antara orientasi etis (ethical orientation) 
yang ditandai dengan idealisme dan rela-
tivisme dengan pengambilan keputusan etis 
dalam penggelapan pajak. Selain itu, 
penelitian ini merupakan ekstensi dari pene-
litian McGee et al. (2008) dengan mema-
sukkan faktor-faktor individual seperti gen-
der dan tingkat religiusitas yang oleh Keller 
et al. (2007) telah diteliti sebagai faktor 
penentu pengambilan keputusan etis. 
Penelitian ini memberikan satu buk-
ti bahwa ternyata idealisme yang meru-
pakan unsur orientasi etis tidak terbukti ber-
hubungan negatif dengan persepsi kepu-
tusan etis penggelapan pajak. Seseorang 
dengan tingkat idealisme yang tinggi akan 
memberikan persepsi bahwa penggelapan 
pajak adalah perilaku yang etis. Sedangkan 
relativisme yang juga merupakan unsur 
orientasi etis terbukti berhubungan positif 
dengan persepsi keputusan etis penggelapan 
pajak. Seseorang dengan tingkat relativisme 
yang tinggi akan menilai bahwa penggelap-
an pajak adalah keputusan yang etis. Ting-
kat religiusitas terbukti berhubungan nega-
tif dengan persepsi keputusan etis pengge-
lapan pajak. Gender juga terbukti mem-
pengaruhi persepsi keputusan etis peng-
gelapan pajak dimana responden wanita 
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terbukti 6.5% lebih tinggi menilai bahwa 
penggelapan pajak merupakan perilaku 
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